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BABIT

PENDAHULUAN
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A. LATAR BELAKANG

Transportasi udara melalui penerbangan merupakan sarana yang sangat
penting  dan  strategis  dalam  memperlancar roda  perekonomian  vang
mempengarubi semua aspek kehidupan bangsa dan negara serta mempererat
hubungan antar bangsa. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri
atas pemanfaatan wilayah udara. pesawat udara, bandar udars, angkutan udara,
navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, sera
fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya'. Pentingnya penerbangan
tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi
mobilitas orang serta barang dari dalam negeri hingga ke luar negeri begitupun
sehaliknya dan lvar negerl ke dalam negerl tanpa mengabaikan lujuan dard
penerbangan ity sendin yakni®;

a. Mewyjudkan penyelenggaraan pencrbangan vang tertib, teratur,
selamat, aman, nyaman, dengan harpa vang wajar, dan menghindard
prakick persaingan usaha yang tidak schat;

b, Memperlancar ars perpindahan orang dan/atan barang melalui udara
dengan mengutamakan dan melindungi angkutan udara dalam rangka
memperlancar kegiatan perekonomian nasional;

¢. Membina jiwa kedirgantaraan;

Fm= [ angha | Undang-Undang Mo, | Tahun 2000 tentasg Penechangan,
Fmo 5 Undang-Undang Mo, T Tahon 2008 entang Penerbangan
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d. Menjunjung kedaulatan negara:

e, Menciptakan daya saing dengan mengembangkan teknolegi dan

industr angkutan udara nasional;

f. Menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapalan tujuan

pembangunan nasional;

g. Memperkukuh kesatuan  dan persatuan bangsa  dalam  rangka

perwujudan Wawasan Musantara,

h. Meningkatkan ketahanan nasional;

i. Mempererat hubungan antar bangsa.

Masalah keamanan dan keselamatan lalu linlas udara serta pengamanan
atas pespwat udara merupakan aspek sangat penting dalam pengaturan hukum
vang dibuat oleh negara-negara. Dalam rangka memperkuat ketentuan-
vetentusn yang lerdapat dalam konvensi maka setiap nepgara membuat
tesepakatan-kesepakatan vang biasanya di kenal dengan pedanjian bilateral
=tzu regional di bidang teknis seperti kesepakatan dibidang kerjasama
Dengawasan alaupun keamanan’

Dalam bidang teknis dan operasionil penerbangan, sudah menjadi suatu
eooyataan  babwa hampir setiap nepara mengikuti  ketentuan-ketentuan
whegaimana tercantum dalam Anrexes pada perjanjian Chicago tahun 1944,
rz=z mengatur penerbangan sipil internasional. yang memuat apa yang

Ssetan Standar Prosedur dan Prakiek yang Disarankan (Standard Procedures

Soe Mmma " Hubue Internasionad Pengertian Peranan don Fungsi Dalam Erg Dingmika
= 2w Bandung, 2000, hal, 389



and Recommended Practices), sehingga penerbangan di negara manapun juga
runduk pada ketentuan-ketentuan yang serupa.

Standar Prosedur dan Praktek yang Dissrankan (Stardard Prosedur and
Recommended  Practices) vang  ditetapkan  dalam BAB VI Konvensi
Penerbangan Sipil Internasional (Chapter VI Convention on International
Civil Aviation) atau yang lebih dikenal dengan Konvensi Chicago mengatur
mengenal prosedur dan adopsi standar internasional (pasal 37), prosedur dan
standar keberangkatan internasional {pasal 38), lisensi dan serifikasi (pasal
39), pengakuan standar kelaikan pesawat udara (airworthiness (pasal 31]), dan
pengakuan standar kompetensi personil.

Tuntutan keselamatan dan keamanan penerbangan adalah tuntutan dunia
internasional di dalam penerbangan, Pesawat terbang vang berasal dari negara
vang tingkat keselamatan penerbangannya rendah akan memperolch dampak
negatif dari negara lainnya demikian halnya negara Indonesia dimana
Indonesia dewasa ini menjadi sorotan dunia internasional terkait karena
banvaknya terjadi  peristiwa  kecelakaan dalam penerbangan sehingga
mendapat kecaman dari dunia internasional khususnya adanya larangan
terbang terhadap 51 maskapai penerbangan Indonesia ke wilavah Uni Eropa
rermasuk maskapai penerbangan Garuda Airlines yang di keluarkan aleh Uni
Eropa berdasarkan keputusan Komisi Eropa (Furopen Comission’ EC) No.
TET/ 2007 pada tanggal 6 juli 2007 dan sesuai dengan regulasi Komisi Eropa

T No, 2111/2005", Keputusan itu mulai berlaku sejak bulan Juli 2007 dan

diakses tp] 21 Movember 2008
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BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1.

Standar keamanan dan keselamatan penerbangan telah diatur dalam
Konvensi Chicago 1944 seperti pada pasal 37 mengenai prosedur dan
adopsi standar internasional, lisensi dan sertifikasi (pasal 39), pengakuan
standar kelaikan pesawat udara (pasal 41) dan setiap negara anggota
konvensi disarankan untuk mengikutinya, Sedangkan di Indonesia diatur
melalui Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan vang juga
tclah memuat mengenai standar keamanan dan keselamatan penerbangan,
seperti pada pasal 13 tentang standar rancang bangun pesawat udars, pasal
40 tentang serifikasi kelaikan udara dan kecakapan awak pesawat udara.
Selain it juga diatur dalam Peraturan Kesclamatan Penerbangan Sipil
fCivil Aviation Safety Regwlation/CASE) baik dalam Part 33, Part 121,
muaupun Parl 135, Terkall dengan larangan terbang terhadap maskapai
penerbangan Indonesia lermasuk Goruda Indonesia Airlines yang resmi
dikeluarkan oleh Uni Eropa dilatarbelakangi oleh laporan FAA yang
menilai tingginya tingkat kecelakaan pesawat udara di Indonesia, regulator
dan operator penerbangan di Indonesia tidak memenuhi, mengawasi, dan
menegakkan standar keamanan dan kesclamatan vang diatur oleh ICAQ,
seria tidak segera memberikan jawaban atas pertanyaan vang diajukan oleh
Komisi Eropa EC Mo, 787/ 2007 dan ini sesuai dengan peraturan Komisi

Eropa (EC) No. 211172005 schingga diputuskan bahwa penerbangan sipil
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Indonesia, baik berjadwal maupun carter dilarang terbang diatas wilayah
udara Uni Eropa dan dimasukkan ke dalam Community List,

. Larangan terbang pengangkot Indonesia tersebut lebih menpgacu kepada
kekurangmampuan Indonesia dalam menerapkan standar kcamanan dan
keselamatan vang telah direkomendasikan oleh ICAQ, Kckurangmampuan
tersebut pada dasarnya disebabkan oleh berbagai kendala-kendala yaitu
ketidakmampuan  finoncia! beberaps maskapal penerbangan  Indonesia
untuk menggunakan sistem audit internasional melalui program andit
keselamatan penerbangan operasional yang dilaksanakan olch Assosiasi
Transportasi Udara Internasional (JOSAS IATA Operatinal Safely Audit),
kurangnya kualitas dan Kvantitas inspektur-inspektur yang bersertifikat
dalam melakukan pengawasan dan pengecckan terhadap kelaikan pesawat
maupun sarana dan prasarana pendukungnya serta kurangnya kualitas dan
kuantitas personil, teknisi penerbangan jika dibandingkan dengan
pertumbuhan yang sangat pesat dan maskapai penerbangan di Indonesia,
schingga lemahnya pengawasan vang dilakukan olch pemerintah terhadap
penerapan standar keamanan dan keselamatan penerbangan yang telah
direkomendasikan oleh ICAQ (Inrernational Civil Aviation Organization)

. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menerapkan
standar keamanan dan keselamatan penerbangan dan sekaligus menjamin
keamanan dan keselamatan dalam penerbangan adalah mengendalikan
jumlah maskapai penerbangan dengan memperketat izin usaha perusahaan

penerbangan, dan menerapkan audit keselamatan penerbangan [O5A vang
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mengacy  pada  peningkatan  standar  keamanan  dan keselamatan
penerbangan i Indonesia. Memperbaiki  sislem  manajemen  dan
menyempurnakan regulasi dibidang penerbangan serta meningkatkan
kualitas sarana dan prasarana penerbangan seperti sarana dan prasarana
pada bandar udara, demikian juga dengan pembinaan dan pengembangan
sumber daya manusia dibidang penerbangan, Sementara iy, upaya
penyelesaian secara damai sengketa laranpan terbang olch Uni Eropa
terhadap pengangkut Indonesia melalui jalur diplomasi hares terus
dilakukan agar Uni Eropa mencabut keputusan larangan terbang maskapai

penerbangan Indonesia temasuk Garuda fndonesia Airline

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

1.

Hendaknya pemerintah membuat suatu kebijakan dengan yang mengatur
mengenai keikulsertaan operator penerbangan dalam upava peningkatan
keamanan dan keselamatan penerbangan, seperti melakukan kerjasama
dibidang teknologi mutakhir puna meningkatkan upava pemerintah
sebagai  otoritas  penerbangan  di suatu  nepara dalam
mengimplementasikan  standar  keamanan  dan  keselamatan  dalam
penerbangan, menyediakan sarana dan prasarana vang mutakhir guna
penunjang peralatan dibidang penerbangan

Pengawasan dan inspeksi terhadap operator penerbangan  serla
pemberian sanksi yang tegas ferhadap pelanppar vang tidak

mengindahkan aspek keamanan dan keselamatan dalam standar-standar
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